
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No., 2018 KEMENDAG. Ekspor dan Impor Beras. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  01 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kebijakan ekspor dan impor beras sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor 

dan Impor Beras sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                     

74/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                   

103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Ekspor 

dan Impor Beras sudah tidak relevan sehingga perlu 

diganti; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kebijakan ekspor dan impor beras, perlu melakukan 

pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor beras; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan 

Ekspor dan Impor Beras; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3482); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999             

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360); 
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8. Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 

Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);  

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                       

20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 204); 

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor                     

24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara 

Pangan dan Kode Daur Ulang Pada Kemasan Pangan Dari 

Plastik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 92); 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan 

Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/KR.040/4/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 04/PERMENTAN/PP.340/2/2015 tentang 

Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan 
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dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 563); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                          

46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1104); 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                

13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 395); 

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                      

48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1006); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                          

70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal 

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1516); 

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                      

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                                              

85/ M-DAG/ PER/ 12/ 2016 tentang Pelayanan Terpadu 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 2007); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG          

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR BERAS. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, 

diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies Oriza 

Sativa.  

2. Ekspor Beras adalah kegiatan mengeluarkan Beras dari 

daerah pabean.  

3. Impor Beras adalah kegiatan memasukkan Beras ke 

dalam daerah pabean.  

4. Impor Beras untuk keperluan umum adalah impor beras 

sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan oleh Pemerintah untuk keperluan antara 

lain stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, 

masyarakat miskin, kerawanan pangan, dan keadaan 

tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.  

5. Eksportir Beras adalah perusahaan yang melakukan 

kegiatan Ekspor Beras.  

6. Importir Beras adalah perusahaan yang melakukan 

kegiatan impor beras. 

7. Persetujuan Ekspor adalah izin Ekspor Beras. 

8. Persetujuan Impor adalah izin Impor Beras. 

9. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri 

atau pejabat yang ditunjuk yang berisi penjelasan teknis 

mengenai Beras yang akan diekspor atau diimpor. 

10. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan 

pemeriksaan teknis barang Impor yang dilakukan oleh 

surveyor. 

11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran 

teknis barang Impor. 

12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi 

dan atau membungkus Beras, baik yang bersentuhan 

langsung maupun tidak. 

13. Logo Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukkan 

bahwa suatu kemasan pangan aman digunakan untuk 

pangan. 
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